BUPATI KETAPANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN BUPATI KETAPANG
NOMOR 12 TAHUN 2019
TENTANG
KETAPANG LIPI CORNER
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KETAPANG,

Menimbang . a. bahwa untuk meningkatkan peran Lembaga Ilmu
Pengetahuan Indonesia (LIPI) dalam menyediakan data dan
informasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat
diakses secara cepat dan mudah, mendiseminasikan hasil-
hasil penelitian dan pengembangan, serta menyediakan
Iptek-Hub LIPI Corner sebagai kolaborasi aktivitas kreatif
berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi yang terbuka
untuk Pemerintah Daerah, LIPI perlu membangun LIPI
Corner di daerah;

b. bahwa Pemerintah Kabupaten Ketapang yang merupakan
salah satu Daerah yang menerapkan program Smart City
untuk peningkatan layanan publiknya dalam pemberian
data dan informasi lmu Pengetahuan dan Teknologi kepada
masyarakat perlu membangun layanan publik Ketapang
berbasis elektronik;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Ketapang LIPI Corner.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun
1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I di
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem
Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu
Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4219);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan  Daerah  (Lembaran Negara  Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan  Daerah  (Lembaran Negara  Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



Menetapkan

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang
Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6123);

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2016 Nomor 10,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Nomor
59);

Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi dan Fungsi Serta Tata
Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten
Ketapang (Berita Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2016
Nomor 63);

Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2018 tentang
Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG KETAPANG LIPI CORNER.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

Daerah adalah Kabupaten Ketapang;

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan  urusan  Pemerintahan yang  menjadi
kewenangan Daerah otonomi;

Bupati adalah Bupati Ketapang;

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, yang selanjutnya
disingkat LIPI adalah Lembaga Pemerintah  Non-
Kementerian yang menangani urusan penelitian di bidang
[Imu Pengetahuan dan Teknologi;

Ketapang LIPI Corner adalah suatu tempat yang
dipergunakan untuk mencaridan memperoleh
perkembangan Iptek, kebenaran ilmiah, kebebasan dalam
melakukan penelitian dan pengembangan serta kebebasan
mimbar yang diakui dan dijamin, sepanjang tidak
bertentangan dengan pancasila dan Undang-Undang Dasar
Tahun 1945;

IImu Pengetahuan dan Teknologi yang selanjutnya disingkat
Iptek adalah suatu sumber informasi yang dapat
meningkatkan pengetahuan ataupun wawasan dibidang
teknologi;

Iptek-Hub adalah pusat kegiatan [lmu Pengetahuan dan
Teknologi;

Electronic Government and Public application of Ketapang
yang selanjutnya disebut ENGGANG adalah aplikasi
layanan publik dan Pemerintahan secara eletronik yang
dibuat dan dikembangkan secara mandiri oleh Pemerintah
Kabupaten Ketapang;



9. Smart City adalah sebuah konsep kota cerdas/pintar yang
membantu masyarakat yang berada di dalamnya dengan
mengelola sumber daya yang ada dengan efisien dan
memberikan informasi yang tepat kepada
masyarakat/lembaga dalam melakukan kegiatannya atau
pun mengantisipasi kejadian yang tak terduga sebelumnya.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam
pembangunan dan pengelolaan Ketapang LIPI Corner.

Pasal 3

Ketapang LIPI Corner bertujuan untuk:

a. menyediakan data dan informasi iptek yang diakses secara
cepat dan mudah;

b. memberikan kemudahan dan kecepatan layanan publik dari
LIPI dan Pemerintah Kabupaten Ketapang yang berbasis
teknologi informasi;

c. meningkatkan kolaborasi dan memperluas jejaring kerja
sama antara LIPI dengan Pemerintah Kabupaten Ketapang
untuk meningkatkan hasil penelitian dan/atau
pengembangannya;

d. menyediakan sarana kolaborasi aktivitas kreatif berbasis
Iptek yang terbuka antara LIPI dengan Pemerintah
Kabupaten Ketapang; dan

e. meningkatkan partisipasi publik khususnya komunitas
ilmiah dan masyarakat daerah dalam pemanfaatan data dan
informasi Iptek serta hasil-hasil penelitian.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini mencakup:
informasi Iptek dan jenis layanan;

pengguna layanan;

prosedur penggunaan;

pembangunan dan pengelolaan;
pengawasan dan pembinaan; dan
pembiayaan.
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BAB IV
INFORMASI IPTEK DAN JENIS LAYANAN

Pasal 5
Informasi Ketapang LIPI Corner terdiri atas data dan informasi
dari:
a. repositori ilmiah nasional,
b. layanan e-sains LIPI;
c. LIPI multi media.



(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

Pasal 6

Repositori ilmiah nasional sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 huruf a merupakan sistem penyimpanan dan akses
karya ilmiah.

Karya ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri

atas:

a. publikasi ilmiah  meliputi artikel jurnal/majalah
ilmiah, makalah hasil seminar akademis (prosiding),
dan buku;

b. literatur kelabu ( grey literature ) merupakan literatur
khas lembaga/perpustakaan perguruan tinggi seperti
perpustakaan universitas, institut, sekolah tinggi,
akademi dan politeknik baik yang diterbitkan, maupun
yang tidak diterbitkan meliputi skripsi, tesis, disertasi,
laporan penelitian, laporan kegiatan, laporan kerja,
makalah seminar, simposium, konfrensi, publikasi
internal yang diterbikan oleh perguruan tinggi atau
lembaga induk dari perpustakaan;

c. dokumen hasil Kekayaan Intelektual meliputi hak
paten, hak cipta, desain industri, merek dagang,
purwarupa, dan perlindungan varietas tanaman; dan

d. hasil penelitian dan/atau pengembangan, survei,
atau pemikiran sistematis.

Pasal 7

Layanan e-sains LIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
huruf b merupakan sistem informasi terintegrasi berbasis
daring untuk mengelola seluruh layanan publik LIPI.
Layanan e-sains LIPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdiri atas layanan:

a. sarana penelitian dan/atau pengembangan, meliputi
peralatan atau mesin untuk pengujian dan analisis,
pengukuran dan kalibrasi, produksi, dan/atau peralatan
dan mesin lainnya;

b. sarana non-penelitian, non-pengembangan, dan/atau
non-pengkajian, meliputi gedung, ruangan, dan sarana
umum lainnya;

c. kepakaran dan konsultasi ilmiah, meliputi kepakaran
dalam kegiatan penelitian dan/atau pengembangan,
konsultasi ilmiah, dan narasumber kegiatan ilmiah;

d. kegiatan dan bimbingan ilmiah, meliputi pelatihan
metodologi penelitian dan karya tulis ilmiah, pelatihan
dan pembimbingan teknis ilmiah, pembimbingan tugas
akhir mahasiswa, pemagangan siswa dan mahasiswa,
kunjungan ilmiah, workshop, seminar, konferensi atau
pertemuan ilmiah lainnya;

e. kerja sama, meliputi kerja sama penelitian dan
pengembangan serta kerja sama non-penelitian dan non-
pengembangan; dan

f. layanan publik lainnya.

Pasal 8

LIPI multi media sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
huruf ¢ merupakan media penyampaian informasi berbasis
visual dalam media sosial.

Layanan LIPI multi media sebagaimana dimaksud pada ayat



(1) terdiri atas layanan:

a. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan;
b. ekspedisi penelitian dan pengembangan;

c. promosi hasil penelitian dan pengembangan; dan
d. visual layanan LIPI lainnya.

BAB V
PENGGUNA LAYANAN

Pasal 9

(1) Pengguna layanan Ketapang LIPI Corner terdiri atas:

a. instansi Pemerintah meliputi instansi Pemerintah Pusat
dan instansi Pemerintah Daerah;

peneliti dan akademisi;

tenaga pengajar;

mahasiswa dan pelajar;

pelaku usaha; dan
f. masyarakat.

(2) Pengguna sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat
mengakses data dan informasi Iptek melalui aplikasi
ENGGANG sesuai dengan prosedur penggunaan Ketapang
LIPI Corner.
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BAB VI

PROSEDUR PENGGUNAAN
Pasal 10
Penggunaan layanan Ketapang LIPI Corner oleh instansi
Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a
digunakan untuk membuat rekomendasi dalam pengambilan
kebijakan publik.
Pasal 11

Penggunaan layanan Ketapang LIPI Corner oleh peneliti dan
akademisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b
digunakan sebagai sumber data dan informasi dalam
penyelenggaraan penelitian dan pengembangan.

Pasal 12
Penggunaan layanan Ketapang LIPI Corner oleh tenaga pengajar
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c digunakan untuk
penyusunan bahan ajar, pengembangan metode pengajaran,
dan penyelenggaraan belajar mengajar.

Pasal 13

Penggunaan layanan Ketapang LIPI Corner oleh mahasiswa dan
pelajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d
digunakan sebagai bahan referensi untuk kegiatan
pembelajaran khasanah Iptek penyusunan tugas akhir dan
pengembangan.

Pasal 14

Penggunaan layanan Ketapang LIPI Corner oleh pelaku usaha
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e digunakan untuk
peningkatan inovasi, produktifitas, pengembangan, alih
teknologi, dan komersialiasi produk.

Pasal 15
Penggunaan layanan Ketapang LIPI Corner oleh masyarakat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f digunakan untuk
peningkatan wawasan, penerapan teknologi dalam pemenuhan
kebutuhan hidup dan pengembangan usaha skala mikro.



BAB VII
PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN

Bagian Kesatu
Pembangunan

Pasal 16

(1) Pembangunan Ketapang LIPI Corner dilaksanakan
berdasarkan perencanaan pembangunan Ketapang LIPI
Corner;

(2) Perencanaan  pembangunan Ketapang LIPI  Corner
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada
Perencanaan LIPI Corner yang ditetapkan oleh LIPI;

(3) Perencanaan pembangunan Ketapang LIPI  Corner
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara
bersama-sama antara LIPI dengan Pemerintah Kabupaten
Ketapang.

Pasal 17

LIPI dalam perencanaan pembangunan Ketapang LIPI Corner
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) bertugas:
a. menyediakan data dan informasi Iptek;

b. membangun Iptek-Hub LIPI Corner sebagai portal data dan
informasi Iptek berbasis teknologi informasi; dan

c. memberikan kemudahan dan kecepatan akses layanan
publik data dan informasi iptek berbasis teknologi informasi.

Pasal 18

Pembangunan Ketapang LIPI Corner sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 17 dilaksanakan oleh:

a. satuan kerja di lingkungan LIPI yang mempunyai tugas
melaksanakan pengelolaan data dan informasi ilmiah; dan
b. satuan kerja di lingkungan LIPI yang mempunyai tugas
melaksanakan koordinasi dan pengelolaan infrastruktur
data informasi, pengembangan sistem informasi, dan data
informasi publik.
Pasal 19

Pemerintah  Kabupaten  Ketapang dalam  perencanaan

pembangunan Ketapang LIPI Corner sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 16 ayat (3) bertugas:

a. menyediakan data dan informasi Iptek daerah;

b. menyediakan aplikasi Iptek-Hub layanan publik berbasis
teknologi informasi; dan

c. memberikan kemudahan dan kecepatan akses layanan
publik Ketapang LIPI Corner.

Pasal 20

Perencanaan pembangunan Ketapang LIPI Corner sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) pada Pemerintah Kabupaten
Ketapang dilaksanakan oleh:

a. satuan kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang
yang mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan
pengembangan; dan

b. satuan kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang
yang mempunyai tugas melaksanakan komunikasi dan
informasi.



Pasal 21

Ketapang LIPI Corner merupakan layanan/aplikasi yang
terintegrasi dalam aplikasi ENGGANG;

Bagian Kedua
Pengelolaan

Pasal 22

Pengelolaan Ketapang LIPI Corner dilaksanakan melalui
kegiatan:

a. pemutakhiran data dan informasi iptek; dan

b. pemeliharaan dan pengembangan aplikasi ENGGANG.

Pasal 23

Pengelolaan Ketapang LIPI Corner sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 22 dilaksanakan oleh LIPI dan Pemerintah
Kabupaten Ketapang baik secara bersama maupun secara
sendiri-sendiri.

BAB VIII
PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 24

LIPI dan Pemerintah Kabupaten Ketapang melaksanakan
pengawasan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan dan
pemanfaatan Ketapang LIPI Corner.

Pasal 25

(1) Pelaksanaan pengawasan dan pembinaan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 24 dilaksanakan 2 (dua) kali dalam
setahun.

(2) Pelaksanaan  pengawasan dan  pembinaan  dapat
dilaksanakan secara bersama-sama maupun sendiri-
sendiri berdasarkan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 17 dan Pasal 19.

Pasal 26
(1) Pembinaan penggunaan Ketapang LIPI Corner dilakukan
oleh LIPI.
(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
mengikutsertakan atau bekerja sama dengan pihak lain.

Pasal 27

Pembinaan penggunaan Ketapang LIPI Corner sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 26 meliputi kegiatan:
a. supervisi;

b. pendampingan;
c. bimbingan teknis; dan
d. konsultasi.
BAB IX
PEMBIAYAAN
Pasal 28

Pembiayaan Ketapang LIPI Corner bersumber dari:

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.



BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Ketapang.

Ditetapkan di Ketapang
pada tanggal 18 Maret 2019

BUPATI KETAPANG,

TTD

MARTIN RANTAN

Diundangkan di Ketapang
pada tanggal 18 Maret 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KETAPANG,

TTD
FARHAN

BERITA DAERAH KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2019 NOMOR:

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
T KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA  KETAPANG

NIP. 19700617 200003 1 001



